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Abstrak
 

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dalam prakteknya, Mahkamah Agung (MA)

pernah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum (JPU). Pengajuan PK tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kekaburan norma

sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dalam perkembangannya, dibentuk

UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU

Kejaksaan), peraturan ini memberikan kewenangan kepada JPU untuk mengajukan PK dalam perkara

pidana. Munculnya UU Kejaksaan dengan tidak memperhatikan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016

selanjutnya akan dilakukan pengkajian, terutama menyangkut bagaimana kekuatan final dan mengikat serta

keberlakuan Putusan MK Nomor Nomor 33/PUU-XIV/2016 pasca terbitnya UU Kejaksaan. Lebih lanjut

penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual, dengan hasil penelitian sebagai berikut: kekuatan final dan mengikat Putusan MK

Nomor 33/PUU-XIV/2016 menjadi hapus (tidak lagi menjadi final dan mengikat) dan Putusan MK Nomor

33/PUU-XIV/2016 menjadi tidak berlaku pasca diterbitkannya UU Kejaksaan sehingga yang disampaikan

MK dalam pertimbangannya bahwa JPU tidak berwenang mengajukan PK dalam perkara pidana telah

menjadi konstitusional dan dibenarkan menurut hukum sejak terbitnya UU Kejaksaan.

......Prior to the Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-XIV/2016, in practice, the Supreme Court

(MA) had received a judicial review (PK) in a criminal case submitted by the Public Prosecutor (JPU). The

submission of the PK raises pros and cons because of the ambiguity of norms, resulting in legal uncertainty

in its implementation. In its development, Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law

Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office (AGO) was formed. The emergence of the

Prosecutor's Law without paying attention to the Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-

XIV/2016 will then be studied, especially regarding how the final and binding force and the enforceability

of the Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-XIV/2016 after the issuance of the Prosecutor Law.

Furthermore, this research uses normative juridical law research with a statutory approach and a conceptual

approach, with the following research results: the final and binding force of the Constitutional Court

Decision Number 33/PUU-XIV/2016 becomes null and void (no longer final and binding) and The

Constitutional Court Number 33/PUU- XIV/2016 became invalid after the issuance of the Prosecutor's Law

so that what was conveyed by the Court in its consideration that the Public Prosecutor was not authorized to

file a PK in a criminal case had become constitutional and justified according to law since the issuance of

the Prosecutor's Law.
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